
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI
Nomor 134/PUU/PAN.MK/ARPK/09/2024

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu 
dua puluh empat pukul 15:00 WIB, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi 
Elektronik (e-BRPK) perihal Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat  terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan:

NOMOR 134/PUU-XXII/2024

diajukan oleh:
Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, dalam hal ini diwakili Baso Rukman 
Abdul Jihad selaku Ketua Umum DPP FKSPN dan Lilis Mahmudah selaku Sekretaris 
Umum DPP FKSPN (Pemohon I); Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan 
Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dalam hal ini diwakili 
Dedi Sudrajat selaku Ketua Umum dan Moch. Edi Priyanto selaku Sekretaris Umum 
(Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif – Konfederasi 
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dalam hal ini diwakili Moh. Jumhur Hidayat 
selaku Ketua Umum dan Muhammad Asrul Ramadhan, S.H., M.M. selaku Sekretaris 
Umum (Pemohon III); Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) 
Mandiri Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili M. Bustanul Ulum selaku Ketua 
Umum dan Firlandie, A.Md. selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon IV); Federasi 
Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, dalam hal ini diwakili Achmad Mundji 
selaku Ketua Umum dan Saadi selaku Sekretaris Umum (Pemohon V); Gabungan 
Serikat Buruh Indonesia, dalam hal ini diwakili Rudi Hartono B Daman selaku Ketua 
Umum dan Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon 
VI); Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, dalam hal ini diwakili Wahidin selaku 
Presiden dan Ajat Sudrajat selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon VII); Konfederasi 
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dalam hal ini diwakili Moh. Jumhur Hidayat 
selaku Ketua Umum dan Arif Minardi selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon VIII); 
Serikat Buruh Sejahtera Independen ’92, dalam hal ini diwakili Sunarti selaku Ketua 
dan Asep Djamaludin selaku Sekretaris (Pemohon IX); Federasi Serikat Pekerja 
Rokok Tembakau Makanan Minuman, dalam hal ini diwakili Sudarto AS selaku Ketua 
Umum dan Iyus Ruslan selaku Sekretaris Umum (Pemohon X) dan Asosiasi Serikat 
Pekerja Indonesia, dalam hal ini diwakili Muhamad Rusdi selaku Presiden dan Tri 
Asmoko Aripan selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon XI). , berdasarkan Surat Kuasa 
Khusus bertanggal 12 September 2024 memberi kuasa kepada Denny Indrayana, dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------------------- PEMOHON;

 Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 
2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 
2/2021), Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 
(empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan kepada Pemohon 

 



akan diberitahukan mengenai pelaksanaan hari sidang pertama dimaksud.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Plt. Panitera
Muhidin
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